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Pendahuluan 
Desentralisasi Fiskal: pelimpahan kewenangan & 
tanggung jawab oleh pemerintah pusat kpd pemerintah 
daerah menyangkut sumber2 penerimaan & kewajiban 
pengeluaran (belanja) 

Dana Perimbangan merupakan dana pendanaan 
daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas 
DBH, DAU, DAK. 

Dana perimbangan dialokasikan kepada daerah untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk 
mengurangi ketimpangan sumber pendanaan 
pemerintahan antara Pusat dan Daerah (DBH) serta 
untuk mengurangi kesenjangan pendanaan 
pemerintahan antardaerah (DAU dan DAK).  

Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan 
sistem transfer dana dari Pemerintah yang merupakan 
satu kesatuan yang utuh  



DANA DESENTRALISASI 
( MONEY FOLLOWS FUNCTION ) 

Pendapatan 

sumber pendanaan 

Pemerintah 
Pusat 

Pemerintah 
Daerah 

PAD 

Daper: BHP&BP, 

DAU,  

DAK 

Lain-lain Pendapatan 

(Otsus, Penyesuaian, 

Hibah dll) 

SILPA Tahun Lalu 

Dana Cadangan 

Penjualan Kekayaan daerah yang 

dipisahkan 

Pinjaman Daerah 

kewenangan 

APBD Belanja 

Bel. Pegawai 

Bel. Modal 

Bel. Brg Jasa 

Bel. Lainnya 

Pembiayaan 

APBN 

Transfer 

Surplus/Defisit 

Titik berat desentralisasi fiskal: 
Desentralisasi di sisi BELANJA penyerahan kewenangan  
kepada daerah didanai terutama dg transfer ke daerah yang 
sebagian besar bersifat block grant, sehingga terdapat 
diskresi untuk  membelanjakannya 
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3 Peranan (Ekonomi) Pemerintah 

1. (Re)Distribusi Pendapatan yg Merata dan 

Adil. Mis: kebijakan Pajak, Subsidi, dan 

Transfer 

2. Lingkungan Ekonomi Stabil. Kebijakan 

fiskal (diakomodasi Moneter oleh Bank 

Sentral) sbg alat utk Stabilitas Ekonomi 

3. Alokasi Sumberdaya Efisien.  Utilisasi SD 

dlm penyediaan barang ekonomi (Publik) 

krn pasar gagal utk mencapai efisiensi 

ekonomi 



Fungsi (peran) sektor publik (pemerintah): alokasi, 
(re)distribusi, dan stabilisasi (Musgrave, 1959).  
Sebenarnya ada peran keempat (pendukung) sbg 
pembuat regulasi yg hrs dipatuhi pelaku ekonomi. 

Upaya efisiensi (alokasi) ekonomi adalah argumen dari 
desentralisasi fiskal.   Pemda 

Isu distribusi sumberdaya antar daerah dan stabilisasi 
makroekonomi adalah argumen keberatan akan 
desentralisasi fiskal.   Pempus 

Fungsi Stabilisasi tdk cocok oleh Pemda krn: 1) fluktuasi 
ekonomi, cakupannya nasional; 2) stabilitas kurs butuh 
kordinasi kebijakan fiskal & moneter; 3) Jika daerah 
berhutang, biayanya ditanggung daerah padahal 
manfaatnya dpt spillovers.   Desentralisasi di negara 
berkembang berpotensi memperburuk masalah 
makroekonomi. 

Ukuran negara, kematangan demokrasi & kompleksitas 
permasalahan jauh lebih menentukan.  kontroversial 



Argumen Pilihan Desentralisasi 

Desentralisasi di bid pengeluaran meningkatkan efisiensi 
ekonomis krn Pemda mengetahui preferensi lokal shg 
layanan publik sesuai keinginan masyarakat 

Dpt mendorong transparansi & akuntabilitas dlm pelayanan 
publik shg pembayar pajak lebih koperatif kinerja 
ekonomi meningkat (mis. Cina, Botswana, Turki) 

Kewenangan daerah lebih besar merencanakan & 
bertanggung jawab atas pembangunannya 

Hati2 dgn desentralisasi penerimaan krn budget constraint 
Pemda, vested interest daerah, terbatasnya basis pajak 
atau kurang berhasil mengeksploitasinya, kapasitas SDM 
daerah terbatas.  Semakin rendah tk desentralisasi 
penerimaan maka governance semakin baik (De Mello & 
Barenstein, 2001) 



APBN 

Transfer Ke 
Daerah 

DAK 

DAU 

Dana Penyesuaian 

DBH 

Dekon / TP 

Belanja Pusat 
Di Daerah 

PEMERINTAH PUSAT 

Dana Vertikal  

Melalui K/L 

POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH 
(Sesuai UU 33/2004 dan UU 32/2004) 

APBD 

Pendapatan 
Daerah 

Belanja Daerah 

PAD 
DAPER & 
Trf lainnya 

Lain-Lain 
Pendapatan 
yang sah Operasional 

Surplus / 
Defisit Daerah 

Pembiayaan 
Daerah 

Desentralisasi 

Pinjaman (termasuk 
Obligasi Daerah) 

• Pajak 
• Retribusi 
• Bag. Laba  
  BUMD 
• Lain-PAD 

Penggunaan SILPA 

PEMERINTAH DAERAH 

•B. Pegawai 
•B. Barang 
•B. Lainnya 

Dana Otsus 

Pembiayaan Lainnya 

Modal 



Dana Perimbangan 

            (408 T) 

Dana Otsus &  

Penyesuaian 

Dana Bagi Hasil (DBH): 108T 

Dana Alokasi Umum (DAU): 274T 

Dana Alokasi Khusus (DAK): 26T 

Dana Otsus PAPUA 

Dana Otsus ACEH 
 

Dana Infras Otsus Papua 

 

Tambahan Penghasilan Guru 

Dana  

Otsus 

Dana 

 Penyesuaian 

DBH PBB 

DBH PPh 

DBH Kehutanan 

DBH Pert umum 

DBH Perikanan 

DBH Migas 

DBH Cukai HT 

DBH Pajak 

DBH SDA 

 
 
 

DBH BPHTB 

Dana Otsus PAPUA BARAT 

DBH Panas Bumi 

Dana Insentif Daerah (DID) 
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DAPER dalam Anggaran Transfer Ke Daerah 2012 

TRANSFER 
KE DAERAH 

(479 T) 

Tunjangan Profesi Guru 

Bantuan Operasional Sek (BOS) 

 

Dana Infras Otsus Papua Barat 

 



 Trilogi Bentuk yang terdiri 

dari 3 komponen yang saling 

berhubungan dan 

membangun tema tertentu. 

 Prinsip Memandang Dana 

Perimbangan (DBH, DAU, 

DAK) sebagai satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan. 

 Temanya : pemerataan  

mengatasi vertical fiscal 

imbalance dan horizontal 

Fiscal imbalance. 

 Simulasi mekanisme  pada 

saat  DBH meningkat 

(berputar ke kanan), maka 

pada umumnya DAU menurun 

(berputar ke kiri), demikian 

pula DAK, atau sebaliknya. 

 Prinsip ini digunakan dlm 

perhitungan DAU & DAK per 

daerah 

DBH 
DAU 

DAK 

Perhitungan DAU Per Daerah memerlukan pemahaman 

mengenaiTrilogi Dana Perimbangan 
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• Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang 

dialokasikan ke daerah berdasarkan angka persentase 

tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan Desentralisasi. 

• Berdasarkan prinsip by origin, dimana daerah penghasil 

penerimaan negara mendapat % yg lebih besar, dan daerah 

lainnya dlm satu provinsi mendapat % berdasarkan 

pemerataan. 

• Berdasarkan prinsip by actual (realisasi penyetoran PNP dan 

PNBP) tahun berjalan. 

• UU No 28/2009 ttg PDRD: BPHTB dialihkan menjadi pajak 

daerah mulai 1 Januari 2011 

DANA  BAGI HASIL (DBH) 







 

Sumber : BPS (diolah) 

Box Plot PDRB Perkapita Provinsi di Indonesia Th 2000-2007 



Permasalahan (lanjutan) 
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Permasalahan (lanjutan) 
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(c) Listrik 
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UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21 : 

• Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

• Merupakan instrumen transfer yang bertujuan untuk 

meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus 

memeratakan kemampuan antar daerah (equalization grant). 
 

UU No. 33 Tahun 2004 pasal 27 ayat 2 : 
 

• Merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan 

yang pengalokasiannya didasarkan atas formula dg konsep 

Alokasi Dasar dan Celah Fiskal (Fiscal Gap), yaitu selisih 

antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal 

DANA  ALOKASI UMUM (DAU) 



Pasal 27 UU Nomor 33/2004 Ayat (1): 
 

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-
kurangnya 26 persen dari PDN Neto yang ditetapkan 
dalam APBN 

 

PDN Neto adalah penerimaan negara yang berasal 
dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan 
penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada 
daerah 
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PAGU DAU NASIONAL DLM APBN 



Formula Perhitungan DAU Per Daerah 

DAU = Alokasi Dasar  (AD)+ Celah Fiskal (CF) 

Alokasi Dasar = Belanja Gaji PNSD 

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal (KbF) – Kapasitas Fiskal (KpF) 

Kebutuhan Fiskal = Rata-rata Belanja Daerah secara Nasional  X (indeks-indeks)  

1. Indeks Jumlah Penduduk (IJP) 
2. Indeks Luas Wilayah (ILW) 
3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
5. Indeks Product Domestic Regional Bruto (PDRB) 

Kapasitas Fiskal = Pendapatan Asli Daerah (PAD) + DBH Pajak + DBH SDA 

Rata-rata Belanja Daerah secara Nasional  = Jumlah Belanja dalam APBD seluruh 
Indonesia dibagi jumlah daerah 

Indeks-Indeks 

Catatan: Metadata DAU akan menunjukkan kondisi 
data dari komponen-komponen perhitungan DAU 
tersebut diatas 

Dasar Hukum:  

UU No 33/2004  

Ps 27 (2) 



DAU  

Alokasi 
Dasar 

 
Kebutuhan 

Fiskal 

 
Kapasitas 

Fiskal 

Jumlah Penduduk 

Luas Wilayah 

IKK 

IPM 

PDRB per Kapita 

P.A.D 

DBH Pajak 

DBH SDA 

19 

Celah 
Fiskal 

Formula DAU 

BELANJA 

GAJI PNSD 
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Rumus perhitungan Kebutuhan Fiskal (KbF) suatu daerah adalah:                     
KbF   = TBR (α1 IP + α2 LW + α3 IKK + α4 IPM + α5 PDRB perkapita) 



 Untuk memperkecil kesenjangan fiskal maka porsi Celah Fiskal dalam DAU 

ditetapkan lebih dominan, melalui kebijakan: 

• Menghitung Belanja PNSD seluruh daerah untuk menetapkan Alokasi Dasar. 

• Alokasi Dasar di-pegging (dipancang) sebesar persentase tertentu agar 

terjadi keseimbangan antara porsi Celah Fiskal dengan porsi Alokasi Dasar 

 Tujuan kebijakan ini adalah tidak memberikan insentif bagi daerah yang 

menambah jumlah PNSD /meningkatkan Belanja Gaji PNSD 

 Implikasinya kepada Belanja Gaji PNSD adalah : Data Belanja Gaji PNSD 

tidak diakomodir 100%. Realisasinya sbb: 

• Tahun 2008 : rata-rata 87,73% dari Belanja Gaji PNSD 

• Tahun 2009 : rata-rata 76,36% dari Belanja Gaji PNSD 

• Tahun 2010 : rata-rata 76,35% dari Belanja Gaji PNSD 

• Tahun 2011 : rata-rata 75,15% dari Belanja Gaji PNSD 

 Membangun persamaan persepsi kepada daerah bahwa Belanja Gaji PNSD 

tidak semata-mata dibayar dari DAU, atau DAU untuk membayar Gaji PNSD, 

(karena hal ini akan memberikan persepsi yang rancu apabila diterapkan 

kepada daerah yang tidak mendapatkan DAU), melainkan dibayar dari APBD 

 

Kebijakan Alokasi Dasar 



 DAU daerah pemekaran dialokasikan sesuai dengan formula 

Celah Fiskal, setelah undang-undang pembentukannya 

disahkan dan data tersedia. (Ps 46 (1) dan (2) PP No. 55 / 2005) 

 Apabila kondisi tersebut diatas belum terpenuhi, perhitungan 

DAU daerah pemekaran dilakukan dengan men-split dari 

daerah induknya. (Ps 46 3) dan (4) PP No. 55 / 2005) 

 Perhitungan DAU daerah pemekaran dilakukan secara  

proporsional dengan daerah induk berdasar variabel: 

• Jumlah Penduduk; 

• Luas Wilayah; dan 

• Jumlah/Belanja Gaji PNSD 

Perhitungan DAU Daerah Pemekaran 
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DAU Daerah Pemekaran 



 

• Dalam hal tidak ada 
pemekaran, DAU dibagi 
empat masing2 
seperempat 

• Jika salah satu daerah 
mekar maka pada tahun 
pertama DAU-nya dibagi 
dua masing2 
seperdelapan. 

• Pada tahun kedua DAU 
masing2 daerah 
dihitung sesuai data 
dasarnya, akibatnya 
DAU yang semula dibagi 
empat (1/4) menjadi 
dibagi lima (1/5) 
 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/8 
1/8 

1/5 

1/5 

1/5 

1/5 

1/5 

2 1 
Keterangan: 
 

Menunjukkan penurunan 
DAU dari ¼ menjadi 1/8. 
 

Menunjukkan kenaikan DAU 
dari  1/8 menjadi 1/5.  

1 

2 

DAU Daerah Pemekaran Tahun Ke-2 

SIMULASI PEMBAGIAN DAU DAERAH PEMEKARAN DARI PERHITUNGAN 
SECARA PROPORSIONAL MENJADI SECARA MANDIRI 
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Variasi Hasil Perhitungan DAU 

a. Pasal 32 UU No. 33 Tahun 2004 Tentang  Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 

b. Pasal 45 PP No.55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan 

1. Daerah yg memiliki CF > 0 (nol),  menerima DAU 

sebesar AD + CF 

2. Daerah yang memiliki CF =0 (nol), menerima DAU 

sebesar AD 

3. Daerah yang memiliki CF <  0 (nol) atau negatif 

menerima DAU sebesar AD setelah diperhitungkan 

dgn CF-nya 

4. Daerah yang memiliki CF negatif yang lebih besar 

atau sama dgn AD, tidak menerima DAU 



Variasi Hasil Perhitungan DAU                                    
(Hasil penerapan Formula dan Pengolahan Data Dasar) 

Dengan Kata lain: 

Kemungkinan Variasi Hasil Perhitungan DAU 2011 

dibanding DAU 2010 
  

1. Naik   Pada umumnya terjadi di daerah yang Kapasitas Fiskalnya rendah,  

   yaitu daerah yang menerima DBH Pemerataan dan PAD-nya rendah 
 

2. Sama  Sejak tahun 2008 sangat jarang bahkan tidak ada daerah yang 

   menerima DAU sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini terkait 

   dengan Kondisi Data Dasar dan kebijakan Formula DAU yang 

   berubah setiap tahunnya  
 

3. Turun  Pada umumnya terjadi pada daerah yang mengalami kenaikan 

   Kapasitas Fiskal yang berarti. 
 

4. NOL    Daerah yang tidak mendapatkan DAU bukan karena TIDAK   

   DIHITUNG melainkan karena HASIL PERHITUNGAN menunjukkan 

   NILAI MINUS atau NOL 

       Hasil demikian pada umumnya terjadi pada daerah dengan  

   Kapasitas Fiskal Tinggi dan mengalami kenaikan yang cukup berarti  
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DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 

Def:  

Dana dari APBN yang 
dialokasikan kepada  

Daerah tertentu  

untuk membantu 
mendanai  

kegiatan khusus  

yang merupakan  

urusan daerah sesuai  

dgn prioritas nasional  

Kebijakan DAK diarahkan 

untuk membiayai 

kebutuhan fisik sarana 

dan prasarana dasar.  

 

Dasar Hukum:  

- UU 32/2004 

- UU 33/2004 

- PP 55/2005 
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Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, 

yaitu: 

 

 

 

Penentuan Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud harus 

memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. 

 

Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan 

dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, 

kriteria khusus, dan kriteria teknis. 

Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan 

Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing Daerah. 
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 Menggunakan kriteria umum, kriteria 
khusus, dan kriteria teknis secara bersama-
sama dalam penentuan kelayakan daerah 
penerima DAK.  

 Pada tahun sebelumnya, jika suatu Daerah tidak 
layak untuk mendapatkan DAK dari sisi Kemampuan 
Keuangan dan Kewilayahan, maka Daerah tersebut 
tidak akan mendapatkan alokasi DAK di semua 
bidang. 

     -> Daerah yang dapat DAK bidang tertentu tidak dapat 
menggunakan DAK krn dari sisi teknis tidak memerlukan bidang 
tersebut (mismatch antara pendanaan dengan kebutuhan). 

   Dengan reformulasi perhitungan  DAK 2009, suatu 
daerah yang tidak layak dari sisi kemampuan 
keuangan dan kewilayahan masih dimungkinkan 
untuk mendapatkan alokasi DAK pada suatu 
bidang tertentu yang mempunyai kebutuhan teknis 
yang besar.  
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Tujuan DAK (specific purpose 

grant): 

untuk mencapai tujuan & prioritas nasional di 

bidang tertentu namun urusannya telah 

didesentralisasikan ke daerah, 

untuk mempengaruhi pola belanja si penerima, 

untuk mengakomodasi spillover benefit 

(penyediaan pelayanan publik oleh daerah 

tertentu tetapi dimanfaatkan oleh penduduk 

daerah lain/tetangga). 

untuk mengakomodasi ke-khusus-an daerah 

tertentu. 
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Daerah i 
(Kriteria Umum) 

Kemampuan Keuangan 

(IFNi < 1)  

Ya 

(Kriteria Khusus) 

Otonomi Khusus,  

Tidak 

Daerah  

Layak 
Ya 

(Kriteria Khusus)  

IFWi > 1 

Ya 

Tidak 

(Kriteria Teknis) 

Bobot Teknis: 

(BTik) = ITik * IKKi 

Tidak 

(Kriteria Khusus) 

Karakteristik Wilayah   IKWi 

Indeks Gab Fiskal dan Karakteristik 

Wilayah:  IFWi =f (IFN-1, IKW) 

Indeks Fiskal Wilayah: 

  IFWi =f (IFN, IKW) 

Diagram Alir Pengalokasian Dana Alokasi Khusus TA 2009 

Daerah i 

Bobot Daerah  

(BDi) = IFWi * IKKi 

Alokasi: 
DAKik= BDAKik PAGUik 

BDAKik 

BDAKik= BDi + BTik 

=f(IFN-1,IKW,IT) 

Tdk Layak 

Tdk Layak 

(3 Kriteria)  

IT>0; IDAKik > 1 

Ya 
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Kriteria Teknis 

 Dirumuskan oleh kementerian 

negara/departemen teknis terkait dengan 

menggunakan indikator-indikator yang dapat 

menggambarkan kondisi sarana/prasarana 

pada masing-masing bidang/kegiatan yang 

akan didanai oleh DAK.     
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DANA PENDAMPING 

■ Daerah  wajib   menyediakan  Dana 

Pendamping sekurang-kurangnya 

10% (sepuluh persen) dari nilai DAK 

yang diterimanya untuk mendanai 

kegiatan fisik; 

 

■ Dana Pendamping wajib dianggarkan 

dalam APBD. 
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No Bidang 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Pendidikan 625 652,6 1.221 2.919,5 5.195,3 7.015,4 9.334,88 

2 Kesehatan  375 456,18 620 2.406,8 3.381,3 3.817,4 4.017,37 

3 Prasarana Jalan 842,5 839,05 945 2.575,7 3.113,1 4.044,7 4.500,92 

4 Prasarana Irigasi 338,5 357,2 384 627,7 858,9 1.497,2 1.548,98 

5 

Prasarana Air Minum dan Penyehatan 

Lingkugan 203,5 608 1.062,4 1.142,3 1.142,29 

6 Prasarana Pemerintahan 88 228 148 448,7 539,1 362 562,00 

7 Kelautan dan Perikanan 305,47 322 775,7 1.100,4 1.100,4 1.100,36 

8 Pertanian 170 1.094,9 1.492,2 1.492,2 1.492,17 

9 Lingkungan Hidup 112,9 351,6 351,6 351,61 

10 Kependudukan 279 329,01 

11 Kehutanan 100 100,00 

12 Sarana dan Prasarana Perdesaan 190,00 

13 Perdagangan 150,00 

2.269 2.838,5 4.014 11.569,8 17.094,1 21.202,1  24.819,59 

2010 (14 Bidang): no5 Air bersih dan Sanitasi (SDA).  Jalan (Binamarga), 

Irigasi (Ciptakarya) 



Kebijakan dalam Pengelolaan Keuangan 

Daerah 
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Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada prinsip-

prinsip Pengelolaan Keuangan Negara 
o PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu UU 

17/2003 tentang Keuangan Negara 

o UU dan PP hanya mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan 

yang baik, namun implementasi sepenuhnya berada di tangan 

Daerah.  

o Keputusan alokasi belanja berada sepenuhnya di tangan eksekutif 

dan legislatif daerah 

o Hasil pengelolaan keuangan daerah dipertanggungjawabkan  

sepenuhnya kepada DPRD dan masyarakat lokal 

o Pengelolaan keuangan daerah merupakan obyek pemeriksaan BPK 

o Pemerintah Pusat mempunyai peran: 

 Memberikan sumber pendanaan kepada daerah 

 Melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan supervisi 



Fakta Struktur Belanja yang kurang ideal 
Belanja pegawai sangat mendominasi belanja daerah. Dari tahun ke tahun porsi 
belanja pegawai dalam APBD terus meningkat, baik nominal maupun porsinya (40% 
di tahun 2007 naik hingga 45% tahun 2011), sementara porsi belanja modal terus 
turun (32% di tahun 2007, terus turun hingga menjadi 22% di tahun 2011). 
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Fakta Penyerapan Anggaran Daerah 

 Penyerapan belanja modal tergolong tidak terlalu tinggi dan relatif 
sangat lambat. Sampai dengan triwulan III masih berkisar 35%, dan 
akhirnya pada akhir tahun tetap masih dibawah 90%. 

 Penyerapan yang kurang optimal menyebabkan  SiLPA masih 
cenderung tinggi sehingga menjadi dana idle daerah 
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Fakta Kualitas Pengelolaan Adminsitratif APBD 

 Masih banyak daerah yang terlambat menetapkan APBD, 
meskipun telah terdapat kecenderungan perbaikan dari tahun 
ke tahun. Pada tahun 2008 terdapat 110 daerah menetapkan 
APBD tepat waktu, tahun selanjutnya menjadi 118 daerah, dan 
pada tahun 2010 naik cukup pesat mencapai 214 daerah. 
Namun demikian berarti pada tahun 2010 masih terdapat 
lebih dari 300 daerah yang terlambat menetapkan APBD. 

 Masih banyak daerah yang mendapatkan opini disclaimer dan 
tidak wajar atas LKPD mereka. Untuk LKPD tahun 2009, BPK 
memberikan opini WTP hanya kepada 15 daerah, sebanyak 
330 LKPD diberikan opini WDP, 106 disclaimer dan 48 tidak 
wajar. 
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Belanja Pemerintah yg Efisien 

Belanja pemerintah dikatakan efisien jika tercapai 

allocative efficiency dan productive efficiency.  

Allocative efficiency tercapai bila alokasi belanja 

telah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas 

masyarakat. 

Productive efficiency tercapai bila belanja 

pemerintah dapat dilaksanakan melalui optimalisasi 

sumber daya yang dimilikinya, khususnya sumber-

sumber keuangan. Oleh karena itu productive 

efficiency diukur dari kinerja pelaksanaan 

anggaran. Bila pemerintah tidak melaksanakan 

good governance serta meningkatnya korupsi, 

akan mengakibatkan productive inefficiency. 



Alokasi Belanja Daerah 
Alokasi transfer pusat ke daerah  meningkatnya 

penerimaan pemerintah daerah  peningkatan belanja 

daerah. 

Apakah dana transfer  tsb dapat mendorong, tercapainya 

allocative maupun productive efficiency? 

Dalam kondisi keterbatasan infrastruktur, maka belanja 

pemda yang ditujukan untuk belanja modal, khususnya 

belanja infrastruktur, menunjukkan arah alokasi anggaran 

yang telah sesuai dengan urgensi kebutuhan/prioritas 

negara dewasa ini. 

Mengapa perlu fokus kepada infrastruktur? Hal ini 

dikarenakan kondisi infrastruktur masih sangat terbatas, 

dan jauh tertinggal dibandingkan dengan negara Asia 

Pasifik lainnya. 



Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk 

Pelayanan Publik 

Sektor Tahun 

1999/2000 

(%) 

2008 

(%) 

Provinsi 

Irigasi 3.43 2.39 

Transportasi 14.04 9.21 

Pendidikan 4.23 8.03 

Kesehatan 3.88 6.78 

Kabupaten/Kota 

Irigasi 0.41 3.07 

Transportasi 8.05 8.65 

Pendidikan 3.45 21.04 

Kesehatan 1.57 8.79 

Meningkat karena dampak 

dari adanya Mandatory 

alokasi anggaran untuk 

pendidikan minimum 20% 

sesuai peraturan 

perundangan (UU Sisdiknas) 

Meningkat karena KESADARAN 

DAN INISIATIF DERAH ? 

Tidak Berubah secara 

Signifikan 



Penumpukan realisasi umumnya 
terjadi pada akhir tahun 

Penumpukan realisasi pada akhir tahun dapat 
mengakibatkan : 
Kurang terjaganya kualitas output, adanya 

kecenderungan menyelesaikan pekerjaan dengan 
secepat-cepatnya untuk dapat merealisasikan 
anggaran, dengan akibat kurang terjaganya mutu 
pekerjaan. 

Berpotensi meningkatkan peredaran uang  dalam 
jumlah besar pada akhir tahun, yang  dapat memicu 
inflasi 

 



Penumpukan Realisasi Berpotensi Meningkatkan 

Deposito Pemda di Perbankan 
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Sumber : Sub-national public expenditure review, World Bank,2011 



Surplus Per kapita,2009 
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Sumber : Sub-national public expenditure review, World Bank,2011 



Perkembangan Infrastruktur di Daerah 

Pulau 1996 2000 2003 2005 2008 

Jawa & Bali 72.0 70.1 71.5 78.4 84.1 

Kalimantan 43.5 47.5 41.7 42.2 47.0 

Nusa Tenggara & Maluku 55.9 55.9 52.6 51.3 51.6 

Papua 24.7 23.2 27.3 19.7 19.1 

Sulawesi 60.6 62.4 60.6 60.4 63.0 

Sumatera 64.9 65.3 60.8 61.4 63.0 

Rata-rata kabupaten/kota 62.7 62.6 59.7 59.8 62.7 

Rata-rata 

persentase desa 

beraspal 

Rata-rata 

persentase akses 

RT thd listrik  

Tahun 2009 

Rata-rata 

persentase sawah 

irigasi tahun 2009 
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Pemanfaatan Belanja Daerah belum optimal, ditinjau dari 

efisiensi alokasi belanja yang belum berubah secara 

signifikan. 

Ada dua kemungkinan untuk mempengaruhi pola belanja 

daerah : 

1. Menggunakan jenis transfer yang sesuai, yang 

dapat mempengaruhi alokasi belanja daerah 

untuk memperkuat belanja modal.  desain 

ulang alokasi DAK dapat dimanfaatkan untuk 

mempengaruhi pola belanja modal pemerintah 

daerah. 

2. Menetapkan porsi belanjanya melalui Undang-

undang. Hati2 krn cenderung mengikat, dan 

mengurangi fleksibilitas anggaran di kemudian 

hari temporer saja.   
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Kebijakan ke depan via Revisi UU 33/2004 

 Akar masalah 

 Di Pusat: 
• Belum optimalnya mekanisme pengaturan kepegawaian yg benar-benar didasarkan pada 

rasionalitas kebutuhan pelayanan publik 
• Formulasi DAU yg “seolah-olah” menjamin gaji pegawai dari Alokasi Dasar 

 Di Daerah 
 Permintaan formasi PNSD yg kurang rasional, krn faktor teknis maupun non teknis 
 Besaran tambahan penghasilan yg tidak rasional dalam beberapa kasus 

 Rencana Solusi dalam Revisi UU 33/2004 

 Reformulasi DAU  mengeluarkan gaji dari penghitungan 

 Porsi belanja modal dan belanja barang untuk pemeliharaan infrastruktur pelayanan 

dasar minimal 20% dari total belanja (atau sbg alternatif) 

Porsi Pelanja Pegawai maksimal 50% dari total belanja 

 Untuk meredam shock dalam perubahan, terdapat transisi  Dalam hal daerah tidak 

bisa mencapai persyaratan di atas, maka dilakukan moratorium pengangkatan PNS 

di daerah tersebut hingga pada saatnya mencapai porsi belanja yg dipersyaratkan 

MASALAH TINGGINYA PORSI BELANJA PEGAWAI 

CATATAN: 

Pengaturan dalam Rencana Revisi UU 33/2004 tidak dapat berdiri sendiri  harus seiring dg perubahan 

kebijakan terkait lain (sedang dan akan dilaksanakan), seperti moratorium penerimaan PNS secara nasional 

(pembenahan kepegawaian nasional), Pengaturan besaran tambahan penghasilan daerah, Revisi UU 

Kepegawaian dan Revisi UU 32/2004 
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Pokok-Pokok Perubahan UU 33/2004 

 Akar masalah 

 Di Pusat: 
• Lemahnya kontrol Pusat terhadap transfer yg telah disalurkan 

 Di Daerah 
 Besarnya beban belanja pegawai  
 Terpecahnya konsentrasi daerah untuk pencapaian janji-janji Kepala Daerah yang mungkin 

tidak selaras dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan public 

 Rencana Solusi dalam Revisi UU 33/2004 

 Penegasan mengenai prioritas belanja daerah untuk layanan dasar dan sektor unggulan 

 Porsi belanja modal dan belanja barang untuk pemeliharaan infrastruktur pelayanan 

dasar minimal 20% dari total belanja (atau sbg alternatif) 

Porsi Pelanja Pegawai maksimal 50% dari total belanja 

 Penguatan dan Reformulasi DAK untuk mendorong pencapaian SPM di bidang layanan 

dasar   desain Output/Performance Based Transfer 

MASALAH ALOKASI BELANJA YG KURANG FOKUS UNTUK PUBLIK 
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Pokok-Pokok Perubahan UU 33/2004 

 Akar masalah 

 Di Pusat: 

• Belanja modal daerah sebagian besar bertumpu pada specific grant dari Pusat  

masih ada permasalahan dalam pengaturan penggunaannya  sangat tergantung 

pada Juknis yg sangat rigid dan Juknis juga terlambat   

 Di Daerah 

 Keterlambatan penetapan APBD karena faktor teknis dan non teknis (friksi politik, dll) 

 Belum meratanya kecakapan SDM di daerah yang mampu menjawab kompleksitas 

permasalahan proses pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan keuangan 

 Rencana Solusi dalam Revisi UU 33/2004 

 Pengaturan pedoman umum (yg bersifat lebih general, tidak sangat rigid) ttg penggunaan DAK 
yang berlaku multiyears (tidak berganti setiap tahun)  sehingga daerah tidak perlu menunggu 
Juknis setiap tahunnya dan bisa dieksekusi sesuai Pedoman Umum 

 Pengenaan sanksi terhadap lambannya penyerapan DAK, dari penundaan sampai dengan 
pembatalan sisa alokasi 

 Penegasan kembali mengenai mekanisme sanksi terhadap keterlambatan penyampaian 
Informasi Keuangan Daerah (termasuk APBD)  mendorong daerah tepat waktu dalam 
menetapkan APBD 

 Sertifikasi untuk jabatan-jabatan tertentu seperti bendahara, penilai, akuntan pemerintah dan 
penyidik pajak 

MASALAH PENYERAPAN ANGGARAN YG RENDAH/LAMBAT 
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Pokok-Pokok Perubahan UU 33/2004 

 Akar masalah 

 Realisasi belanja yang rendah  
 Motivasi untuk menyimpan dana idle besar  Lain-lain PAD semakin meningkat karena bunga 

yang semakin besar 

 Rencana Solusi dalam Revisi UU 33/2004 

Pengaturan batas SiLPA yang dianggap tinggi  diatas kebutuhan belanja selama 3 bulan  
Pengendalian SiLPA yang tinggi, melalui: 

• Penundaan transfer dana perimbangan; atau 
• Memberikan transfer dalam bentuk surat utang negara 

MASALAH DANA IDLE DAERAH YG CUKUP BESAR 
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Pokok-Pokok Perubahan UU 33/2004 

 Akar masalah 

 Tidak ada aturan yang tegas mengenai larangan pendanaan suatu urusan yang bukan menjadi 
tanggung jawab kewenangannya   

 Rencana Solusi dalam Revisi UU 33/2004 

 Daerah maupun Pusat (Kementerian/Lembaga) DILARANG mendanai kegiatan yang bukan 
urusannya dan dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut 

MASALAH TUMPANG TINDIH PENDANAAN ANTAR LEVEL PEMERINTAH 
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Pokok-Pokok Perubahan UU 33/2004 

 Akar masalah 

 Tidak ada aturan yang tegas mengenai mekanisme surveillance kinerja keuangan daerah 
 Lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi 

 Rencana Solusi dalam Revisi UU 33/2004 

 Pemerintah melakukan pemantauan kinerja keuangan daerah 
 Pemerintah dapat memberikan insentif terhadap daerah yang berkinerja baik 
 Pemerintah melakukan supervisi dan pembinaan kepada daerah yang kinerjanya kurang 

baik 
 Pemerintah mengusulkan penggabungan daerah, bagi daerah tertentu yang kinerja 

keuangannya buruk dan sulit untuk diperbaiki 

MASALAH KINERJA KEUANGAN DAERAH  


